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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan Alokasi

Dana Desa di desa Tikatukang kecamatan Adonara kabupaten Flores Timur belum

sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun hasil penelitian sebagai

berikut :

1.

2.

Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Tikatukang dalam tahap
perencanaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga, berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Kepala Desa Tikatukang mengatakan bahwa, terdapat hambatan dalam
keterlambatan pencairan dana desa yang terjadi pada akhir tahun atau bulan
Januari yang mengakibatkan ada beberapa program kegiatan yang tidak
terlaksana dalam tahun anggaran tersebut. Hal ini dikarenakan dari 229 desa di
Flores Timur, banyak desa yang membuat laporan penggunaan Dana Desa
tahap sebelumnya terlambat sehingga mempengaruhi desa-desa yang lain.
Meskipun demikian, menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat
Desa Tikatukang mengatakan bahwa masih ada miskomunikasi terkait dengan
penggunaan Dana Desa yang oleh masyarakat tidak diketahui penggunaannya
dan secara pengembangan fisikpun tidak dilanjutkan, sehingga ada dua persepsi
yang berbeda dari Pemerintah Desa dengan masyarakat.

Tahapan penegelolaan dana desa pada desa Tikatukang dalam tahap

penatausahaan belum dikelola sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam tahapan
penatausahaan ini terdapat hambatan dalam keterlambatan pencairan dana
desa yang terjadi pada akhir tahun atau bulan Januari yang mengakibatkan
ada beberapa program kegiatan yang tidak terlaksana dalam tahun anggaran
tersebut

Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Tikatukang dalam tahap pelaporan
berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014. Pada tahap pelaporan sudah dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga tidak ada
hambatan dalam tahapan ini.

Tahapan pengelolaan dana desa pada desa Tikatukang dalam tahap
pertanggungajwaban telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dimana pelaporan
pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan ~ APBDesa  Tikatukang
disampaikan tepat waktu dan diinformasikan kepada masyarakat secara
tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti
papan informasi.

Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa pada Desa Tikatukang
yaitu, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang
pengelolaan dana desa. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
tersebut yaitu, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sistem
seleksi perangkat desa, dan peningkatan pemahaman masyarakat.

Dengan demikian pengelolaan Dana Desa pada desa Tikatukang ini
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belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

6.2 Saran
Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka dapat diberi
saran sebagai berikut :
1. Pemerintah Desa
a. Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan
motivasi terhadap masyarakat dalam hal pengelolaan Dana Desa.
b. Masyarakat diharapkan ikut serta dalam mengawasi, bekrjasama, dan
berpartisipasi dengan pemerintah Desa agar Pengelolaan Alokasi
Dana Desa bisa berjalan dengan lancar sesuai Peraturan Desa.
2. Peneliti Selanjutnya
a. Lokasi penelitian diharapkan tidak hanya satu desa, tetapi ditambah
menjadi dua desa atau lebih. Sehingga dapat diperbandingkan antar
desa dalam mengelola Dana Desa.
b. Objek penelitian diharapkan ditambah menjadi dua objek atau lebih,
seperti ditambah objek Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan
Asli Desa (PADesa).
c. Diharapkan bisa terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana

Desa supaya peneliti dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi.
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